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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya, 

penyusunan Prospektus Investasi Pengembangan Hilirisasi Garam Industri telah 
diselesaikan oleh Tim Kerja Kemitraan, Peta Peluang dan Kebijakan Tata Kelola 
Penanaman Modal, DPMPTSP Aceh. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi 
Besar Muhammad SAW yang telah memberikan inspirasi bagi para pengambil kebijakan 
pembangunan melalui sunnahnya untuk membangun negeri melalui semangat peradaban 
madani. 
 
Pemerintah Aceh bersama stakeholder terkait lainnya terus berkomitmen dalam 
menciptakan iklim investasi kondusif yang akan berdampak positif dalam mendukung 
pertumbuhan investasi di Aceh, membangun daya saing produksi daerah, baik pada 
tingkat nasional, maupun internasional, menciptakan lapangan kerja yang luas dan 
meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh. 
 
Aceh memiliki potensi sumber daya alam kelautan yang cukup besar, termasuk dalam 
pengembangan industri garam. Permintaan garam industri nasional yang terus meningkat 
belum mampu mengimbangi dengan ketersediaan pasokan dalam negeri, sehingga 
sebagian besar permintaan tersebut masih bergantung pada impor. Kebutuhan garam 
industri di Aceh saat ini mencapai lebih kurang 36.000 ton per tahun untuk memenuhi 
kebutuhan industri di berbagai perusahaan di Aceh, seperti pabrik semen, pabrik pupuk 
urea, pabrik es, pembangkit listrik tenaga uap dan industri-industri lainnya. Kebutuhan 
tersebut masih didatangkan dari luar Aceh, sementara Aceh memiliki potensi yang sangat 
besar dengan garis pantai yang panjang. 
 
Dalam upaya implementasi rencana aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional 
sesuai dengan amanah Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2025 tentang?, maka 
hilirisasi usaha penggaraman di Aceh perlu segera diwujudkan dalam memproduksi 
garam dengan kualitas industri atau melalui peningkatan kualitas produksi garam rakyat 
menjadi garam dengan kualitas industri, diawali dengan penyusunan Prospektus Investasi 
Pengembangan Hilirisasi Garam Industri. 
 
Prospektus Investasi tersebut bertujuan untuk menawarkan peluang Kerjasama investasi 
dengan investor di sektor Pengembangan Hilirisasi Garam Industri yang memiliki prospek 
jangka panjang, sekaligus memberikan gambaran komprehensif mengenai peluang 
investasi yang ditawarkan, tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial yang 
kompetitif, namun juga menciptakan rantai pasok garam industri yang terintegrasi, 
berkelanjutan, dan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional. Model 
pengembangan yang kami tawarkan adalah perpaduan teknologi hilirisasi garam industri 
modern, manajemen profesional, dan prinsip keberlanjutan lingkungan, sehingga 
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memberikan nilai tambah, baik secara ekonomi, maupun sosial yang didukung dengan 
iklim investasi yang baik dan kemudahan berinvestasi atau “ease of doing business” di Aceh. 
Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah mendukung pemikiran dan finalisasi dokumen prospektus investasi ini. 
Semoga Allah SWT senantiasa memberkati semua langkah perjuangan kita dalam 
memajukan Aceh. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya mengandung Natrium 

Klorida (NaCl) serta komponen lainnya berupa senyawa air, magnesium, kalsium, 

sulfat dan dengan atau tanpa bahan tambahan iodium, anti-caking atau free-flowing. 

Berdasarkan pemanfaatannnya garam dapat diklasifikasikan kedalam dua 

kelompok pengguna, yaitu garam konsumsi dan garam industri. Klasifikasi garam ini 

didasarkan pada kandungan NaCl yang diperlukan oleh masing-masing pengguna. 

Ainun Fitrayawati, dkk didalam jurnal yang dikeluarkan oleh Departemen Teknik 

Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tahun 2021, menuliskan bahwa 

garam konsumsi memiliki kadar NaCl minimal 94% dan garam industri memiliki 

kadar NaCl diatas 96%.  

Pasca gempa dan tsunami tahun 2004, Aceh telah mengalami perubahan serta 

perkembangan dalam berbagai bidang usaha yang tidak terlepas dari penggunaan 

garam sebagai bahan baku didalamnya. Saat ini kebutuhan garam di Aceh tidak 

kurang dari 46.000 ton/tahun, yang merupakan hasil produksi dari usaha garam 

rakyat dan pasokan dari luar Aceh yang didatangkan melalui Sumatera Utara, guna 

mendukung serta memenuhi kebutuhan garam dalam bidang usaha diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Kesehatan, tumbuh dan berkembangnya kesadaran akan pola hidup sehat yang 

membutuhkan garam dengan kandungan senyawa tertentu sebagai bahan 

konsumsi serta terapi; 

2. Pariwisata, tumbuh dan berkembangnya usaha kuliner yang membutuhkan 

garam dengan kualifikasi untuk aneka pangan; 

3. Pengolahan, tumbuh dan berkembangnya usaha penyamakan kulit, pengolahan 

ikan, pakan ternak serta usaha skala rumah tangga lainnya yang membutuhkan 

garam dengan kualifikasi untuk aneka pangan; 

4. Usaha pengolahan air untuk memenuhi keperluan air bersih serta layak 

konsumsi dan pabrik es batangan/balok yang membutuhkan garam dengan 

kualifikasi untuk water treatment; 
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5. Pertambangan serta industri kimia atau chlor alkali yang membutuhkan garam 

dengan kualifikasi untuk garam industri. 

Produksi garam Aceh yang dihasilkan dari usaha garam rakyat, berdasarkan 

Laporan Produksi Garam pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh kurun waktu 5 

(lima) tahun (2020-2024) berfluktuasi, dengan angka produksi sebagai berikut ; a). 

tahun 2020 produksi garam sebanyak 6.136,99 ton, b). tahun 2021 produksi garam 

sebanyak 8.505,24 ton, c). tahun 2022 produksi garam sebanyak 11.949,34 ton, d). 

tahun 2023 produksi garam sebanyak 9.456,97 ton, dan e). tahun 2024 produksi garam 

sebanyak 12.380,09 ton, dengan dominan hasil produksi garam rakyat merupakan 

garam yang diproses dengan sistem perebusan. Garam hasil produksi usaha garam 

rakyat memiliki kandungan natrium klorida (NaCl) 85-95%. 

Merujuk dari data kebutuhan garam di Provinsi Aceh, dimana untuk memenuhi 

kebutuhan garam konsumsi adalah sebesar 10.000 ton/tahun dan untuk memenuhi 

kebutuhan diluar konsumsi atau industri adalah sebesar 36.000 ton pertahun. Dengan 

menyandingkan kebutuhan dan produksi garam Aceh pada tahun 2024, maka untuk 

kebutuhan garam konsumsi telah terpenuhi dengan produksi garam rakyat, sedangkan 

sisanya untuk kebutuhan diluar konsumsi dipenuhi melalui pasokan dari luar Aceh. 

Pasokan garam dari luar Aceh banyak digunakan untuk sebagai garam industri. 

Garam industri merupakan garam yang digunakan sebagai bahan baku utama 

maupun tambahan untuk kebutuhan industri. 

Dalam upaya mewujudkan swasembada garam pada tahun 2027 dan 

meningkatkan usaha pergaraman dalam negeri, serta melanjutkan pembangunan 

usaha pergaraman nasional secara terpadu dan berkesinambungan, sebagaimana 

diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 

tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, Menteri Koordinator 

Bidang Pangan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan di 

Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 

Jakarta Pusat, Kamis 28 November 2024, menyatakan bahwa mulai tahun 2025 

Indonesia akan menghentikan impor garam untuk konsumsi dan kemudian pada 

tahun 2027 lanjut akan menghentikan impor garam untuk industri. 

Sebagai langkah dalam implementasi rencana aksi percepatan pembangunan 

pergaraman nasional, maka hilirisasi usaha pergaraman perlu segera diwujudkan 
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dalam memproduksi garam dengan kualitas industri atau melalui peningkatan 

kualitas produksi garam rakyat menjadi garam dengan kualitas industri. 

1.2. Gambaran Umum Daerah 

Secara astronomis Aceh membentang pada 01° 58’37,2” - 06° 04’33,6” LU dan 

94°57’57,6” - 98° 17’13,2” BT, dengan total wilayah daratan seluas 57.365,67 km2 

serta memiliki kurang lebih 332 buah pulau.  

Secara geografis Aceh memiliki batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara  : Selat Malaka 

Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Utara 

Sebelah Timur  : Selat Malaka 

Sebelah Barat  : Samudera Indonesia 

Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) menyebutkan bahwa 

Aceh sebagai daerah dengan dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu WPP-

571 (Selat Malaka) dan WPP-572 (Samudera Hindia), memiliki garis pantai sepanjang 

2.817,9 km. Sedangkan menurut data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang 

Laut (DJPRL), hampir satu perdua wilayah Aceh merupakan lautan yaitu seluas 

42.665,67 km2. 

Usaha garam rakyat merupakan usaha pembuatan garam yang masih 

konvensional dan bersifat tradisional yang dijalankan oleh masyarakat berdasarkan 

pengetahuan yang diperoleh secara turun-temurun. Usaha ini dilaksanakan secara 

berkelompok serta bergotong-royong pada satu area atau lokasi dan dikenal dengan 

nama “lancang sira”. Usaha garam rakyat merupakan salah satu usaha yang mampu 

menyerap tenaga kerja sebagai pelaku usaha pergaraman Aceh. Jumlah pelaku usaha 

pergaraman Aceh berdasarkan data pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh pada 

tahun 2021 adalah sebanyak 1.809 orang, tahun 2022 sebanyak 1.865 orang, tahun 

2023 sebanyak 1.666 orang dan pada tahun 2024 sebanyak 1.675 orang. Jumlah ini 

merepresentasikan usaha garam rakyat mampu menyerap 0,03 persen penduduk Aceh 

berprofesi sebagai pelaku usaha pergaraman. Usaha pergaraman ini merupakan 

pekerjaan utama dan di beberapa lokasi kaum perempuan atau ibu-ibu mendominasi 

dalam menjalankan usaha garam rakyat. 

Dengan luasnya wilayah laut dan panjang garis pantai yang ada serta usaha 

garam rakyat yang masih menjadi sumber utama dalam produksi garam, maka pantas 

Aceh menjadi salah satu Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) di Indonesia, 
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sebagaimana ditetapkan didalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Sentra Ekonomi Garam Rakyat. 

Guna peningkatan kapasitas serta kualitas produksi garam Aceh dalam 

memenuhi kebutuhan garam industri, Prospektus Investasi Pengembangan Garam 

Industri Provinsi Aceh perlu disusun guna memberikan gambaran potensi dan serta 

peluang usaha dalam pengembangan usaha pergaraman di Provinsi Aceh serta 

percepatan pembangunan pergararaman nasional. 
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BAB II  
PROFIL GARAM ACEH 

 

2.1. Arah Kebijakan Pengembangan Garam Aceh 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2025 tentang 

Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional menjelaskan bahwa Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan percepatan pembangunan pergaraman 

untuk memenuhi kebutuhan garam nasional yang dilaksanakan pada Sentra Ekonomi 

Garam Rakyat (SEGAR), yaitu kawasan usaha pergaraman yang dilakukan secara 

terintegrasi. Sebagai salah satu provinsi yang memiliki kawasan pergaraman dan 

usaha garam rakyat, Provinsi Aceh termasuk kedalam salah satu lokasi Sentra 

Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Indonesia, sebagaimana ditetapkan didalam 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 

tentang Sentra Ekonomi Garam Rakyat. 

Konsep pengembangan Kawasan Ekonomi Garam (KEG) berbasis kemukiman 

sejalan dengan konsep pengembangan yang dilaksanakan dalam Sentra Ekonomi 

Garam Rakyat (SEGAR). Pada lokasi usaha garam yang memiliki kawasan atau 

berada dalam kemukiman memungkinkan dikembangkannya konsep pengelolaan 

usaha garam rakyat secara terpadu atau terintegrasi dengan pengembangan sarana 

dan prasarana pembuatan garam guna mendukung peningkatan produksi usaha 

garam rakyat pada sentra usaha garam rakyat tersebut. 

Upaya pengembangan usaha garam rakyat menggunakan 4 (empat) pendekatan 

yang terdiri atas: 

1. Produktivitas, berdasarkan luasan lahan dan prasarana yang tersedia; 

2. Kualitas, berdasarkan standar baku mutu produksi garam; 

3. Kontinuitas, sebagai jaminan pasokan garam; dan 

4. Korporatisasi, yang berarti pola usaha yang bergerak dalam wadah kelembagaan 

usaha dan menerapkan budaya koorporasi.  

Diharapkan dengan adanya kepastian ketersediaan lahan dapat mendukung 

aspek produktivitas dan kontinuitas dalam Pengembangan Usaha Garam Rakyat. 

Sejak tahun 2019 telah diperkenalkan dan dilaksanakan transformasi teknologi 

pembuatan garam di Aceh berupa sistem evaporasi dengan menggunakan tambak 

membran dan/atau green house salt atau rumah tunnel garam. Pada beberapa lokasi 
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yang mendapat intervensi pembangunan tambak membran serta tunnel garam telah 

mampu menghasilkan garam dengan kualifikasi sebagaimana dibutuhkan serta 

digunakan dalam bidang usaha perindustrian. 

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 menegaskan bahwa percepatan 

pembangunan pergaraman nasional dilaksanakan melalui pemberdayaan dan 

perlindungan petambak garam sebagai penghasil utama produksi garam yang berada 

di hulu serta percepatan investasi usaha pergaraman dalam pengolahan garam lebih 

lanjut yang berada di hilir dalam menghasilkan garam untuk kebutuhan industri.   

2.2. Sentra Pengembangan Garam Aceh 

Kawasan Ekonomi Garam atau kawasan unggulan usaha garam di Provinsi 

Aceh sebagaimana telah ditetapkan didalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 

500.5/1405/2024 Tentang Penetapan Kawasan Unggulan Garam Rakyat berada 

pada 11 (sebelas) kabupaten, dimana enam kabupaten berada di pantai utara-timur 

Provinsi Aceh, meliputi Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten 

Bireuen, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Aceh Besar, serta 

lima kabupaten berada di pantai barat-selatan Provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Aceh 

Jaya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh 

Singkil dan Kabupaten Simeulue.  

Luas lahan usaha produksi garam eksisting di Provinsi Aceh, sebagaimana 

dijelaskan didalam Profil Garam Aceh yang disusun oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Aceh Tahun 2024, adalah berkisar 103,64 ha yang tersebar di 8 (delapan) 

kabupaten sentra usaha garam rakyat. Alokasi serta pola ruang usaha pergaraman 

rakyat Aceh sebagaimana ditetapkan didalam dokumen Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten, sebesar 91,82% berada pada kawasan budidaya, sebesar 1,15% 

berada pada kawasan wisata, sebesar 1,93% berada pada kawasan pengolahan hasil 

perikanan serta sebesar 5,10% berada pada kawasan pergaraman, dengan uraian 

penjelasan sebagai berikut : 

a. Kabupaten Aceh Timur 

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032, menjelaskan 

bahwa lokasi sentra usaha garam rakyat berada pada Kecamatan Darul Aman, 

Kecamatan Peureulak, Kecamatan Peureulak Barat dan Kecamatan Julok, 

dengan luas lahan eksisting berkisar seluas 14,08 ha serta keseluruhan pola ruang 
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wilayah berada pada kawasan budidaya. Sebaran lokasi sentra usaha garam 

rakyat di Kabupaten Aceh Timur sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.1.  

 
       Gambar 2.1 : Lokasi Sentra Usaha Garam Rakyat Kabupaten Aceh Timur 

 

Adapun pola ruang wilayah serta luasan lahan usaha garam rakyat di 

Kabupaten Aceh Timur sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 : Data Luasan dan Pola Ruang Wilayah Lahan Usaha Garam 
Rakyat Kabupaten Aceh Timur 

 
No. Kecamatan 

Luas Lahan 
(Ha) 

Pola Ruang Wilayah 

 1. Peureulak 4,00 Kawasan Budidaya 

 2. Peureulak Barat 4,00 Kawasan Budidaya 

 3. Darul Aman 5,84 Kawasan Budidaya 

 4. Julok 0,24 Kawasan Budidaya 

 Jumlah 14,08  

Sumber: Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013   

 
b. Kabupaten Aceh Utara 

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032, menjelaskan 

bahwa lokasi sentra usaha garam rakyat berada pada Kecamatan Syamtalira 



 
 

 

 

16 

Bayu, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Seuneuddon, Kecamatan Lapang, 

Kecamatan Tanah Jambo Aye, dengan luas lahan eksisting berkisar seluas 12,88 

ha dengan keseluruhan pola ruang wilayah berada pada kawasan budidaya. 

Adapun pola ruang wilayah serta luasan lahan usaha garam rakyat di Kabupaten 

Aceh Utara sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 : Data Luasan dan Pola Ruang Wilayah Lahan Usaha Garam 
Rakyat Kabupaten Aceh Utara 

 No. Kecamatan 
Luas Lahan 
(Ha) 

Pola Ruang Wilayah 

 1. Tanah Jambo Aye 1,00 Kawasan Budidaya 
 2. Seuneuddon 4,73 Kawasan Budidaya 
 3. Lapang 3,14 Kawasan Budidaya 
 4. Syamtalira Bayu 2,28 Kawasan Budidaya 

 5. Dewantara 1,73 Kawasan Budidaya 

 Jumlah 12,88  

           Sumber: Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 

 

Sebaran lokasi sentra usaha garam rakyat di Kabupaten Aceh Utara 

sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2 : Lokasi Sentra Usaha Garam Rakyat Kabupaten Aceh Utara 
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c. Kabupaten Bireuen 

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032, menjelaskan bahwa 

lokasi sentra usaha garam rakyat berada pada Kecamatan Samalanga, 

Kecamatan Jangka, Kecamatan Peulimbang, Kecamatan Jeunib, dan 

Kecamatan Simpang Mamplam, dengan luas lahan eksisting berkisar seluas 7,08 

ha dengan pola ruang wilayah sebagai berikut : 

a. Didalam kawasan pergaraman dengan luasan berkisar 5,29 ha; 

b. Didalam kawasan budidaya dengan luasan berkisar 0,65 ha; dan 

c. Didalam kawasan wisata dengan luasan berkisar 1,14 ha. 

Sebaran lokasi sentra usaha garam rakyat di Kabupaten Bireuen 

sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3 : Lokasi Sentra Usaha Garam Rakyat Kabupaten Bireuen 

 

Adapun pola ruang wilayah serta luasan lahan usaha garam rakyat di 

Kabupaten Bireuen sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 : Data Luasan dan Pola Ruang Wilayah Lahan Usaha Garam Rakyat 
Kabupaten Bireuen 

 

 No. Kecamatan 
Luas Lahan 

(Ha) 
Pola Ruang Wilayah 

 1. Jangka 5,29 Kawasan Pergaraman 

 2. Jeunib 1,00 Kawasan Wisata 

 3. Simpang Mamplam 0,18 Kawasan Budidaya 

 4. Peulimbang 0,47 Kawasan Budidaya 

 5. Samalanga 0,14 Kawasan Wisata 

 Jumlah 7,08  

   Sumber: Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 

 

d. Kabupaten Pidie Jaya 

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034, menjelaskan 

bahwa lokasi sentra usaha garam rakyat berada pada Kecamatan Bandar Baru, 

Kecamatan Ulim, Kecamatan Jangka Buya, Kecamatan Panteraja, Kecamatan 

Trieng Gadeng, Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Meurah Dua, dengan 

luas lahan eksisting berkisar seluas 14,70 ha dengan keseluruhan pola ruang 

wilayah berada pada kawasan budidaya. Pola ruang wilayah serta luasan lahan 

usaha garam rakyat di Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana diuraikan pada Tabel 

2.4. 

Tabel 2.4 : Data Luasan dan Pola Ruang Wilayah Lahan Usaha Garam 
Rakyat Kabupaten Pidie Jaya 

 
   No. Kecamatan 

Luas  Lahan 

(Ha) 
Pola Ruang Wilayah 

     1. Jangka Buya 0,50 Kawasan Budidaya 

     2. Ulim 0,50 Kawasan Budidaya 

     3. Panteraja 0,70 Kawasan Budidaya 

    4. Bandar Baru 13,00 Kawasan Budidaya 

 Jumlah 14,70  

Sumber: Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 
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Adapun  sebaran lokasi sentra usaha garam rakyat di Kabupaten Pidie Jaya 

sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 : Lokasi Sentra Usaha Garam Rakyat Kabupaten Pidie Jaya 

 

e. Kabupaten Pidie 

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034, menjelaskan bahwa lokasi 

sentra usaha garam rakyat berada pada Kecamatan Kota Sigli, Kecamatan 

Simpang Tiga, Kecamatan Kembang Tanjong, Kecamatan Muara Tiga, dan 

Kecamatan Batee, dengan luas lahan eksisting berkisar seluas 37,30 ha dengan 

keseluruhan pola ruang wilayah berada pada kawasan budidaya. Adapun pola 

ruang wilayah serta luasan lahan usaha garam rakyat di Kabupaten Pidie 

sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.5. 
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Tabel 2.5 : Data Luasan dan Pola Ruang Wilayah Lahan Usaha Garam 
Rakyat Kabupaten Pidie 

 
No. Kecamatan 

Luas Lahan 

(Ha) 
Pola Ruang Wilayah 

 1. Kembang Tanjong 5,75 Kawasan Budidaya 

 2. Simpang Tiga 17,00 Kawasan Budidaya 

 3. Kota Sigli 9,50 Kawasan Budidaya 

 4. Batee 2,80 Kawasan Budidaya 

 5. Muara Tiga 2,25 Kawasan Budidaya 

 Jumlah 37,30  

   Sumber: Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 

 

Sebaran lokasi sentra usaha garam rakyat di Kabupaten Pidie sebagaimana 

diperlihatkan pada Gambar 2.5 

 
Gambar 2.5 : Lokasi Sentra Usaha Garam Rakyat Kabupaten Pidie 
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f. Kabupaten Aceh Besar 

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032, menjelaskan 

bahwa lokasi sentra usaha garam rakyat berada pada Kecamatan Baitussalam, 

Kecamatan Seulimuem, dan Kecamatan Lhoong, dengan luas lahan eksisting 

berkisar seluas 11,20 ha dengan keseluruhan pola ruang wilayah berada pada 

kawasan budidaya. Sebaran lokasi sentra usaha garam rakyat di Kabupaten 

Aceh Besar sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.6. 

 
Gambar 2.6 : Lokasi Sentra Usaha Garam Rakyat Kabupaten Aceh Besar 

 

Adapun pola ruang wilayah serta luasan lahan usaha garam rakyat di 

Kabupaten Aceh Besar sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.6. 
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Tabel 2.6 : Data Luasan dan Pola Ruang Wilayah Lahan Usaha Garam 
Rakyat Kabupaten Aceh Besar 

 
No. Kecamatan 

Luas Lahan 
(Ha) 

Pola Ruang Wilayah 
 

 1. Seulimum 2,00 Kawasan Budidaya 

 2. Baitussalam 4,65 Kawasan Budidaya 

 3. Masjid Raya 0,55 Kawasan Budidaya 

 4. Leupung 0,50 Kawasan Budidaya 

 5. Lhoong 2,50 Kawasan Budidaya 

 6. Pulo Aceh 1,00 Kawasan Budidaya 

 Jumlah 11,20  

Sumber:  Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 

 

g. Kabupaten Aceh Barat Daya 

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033, 

menjelaskan bahwa lokasi sentra usaha garam rakyat berada pada Kecamatan 

Lembah Sabil, Kecamatan Manggeng, Kecamatan Setia, dan Kecamatan Kuala 

Batee, dengan luas lahan eksisting berkisar seluas 3,20 ha dengan keseluruhan 

pola ruang wilayah berada pada kawasan budidaya. Pola ruang wilayah serta 

luasan lahan usaha garam rakyat di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana 

diuraikan pada Tabel 2.7. 

 

Tabel 2.7 : Data Luasan dan Pola Ruang Wilayah Lahan Usaha Garam 
Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya 

Sumber:   Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 

 

 

 

No. Kecamatan 
Luas Lahan 

(Ha) 
Pola Ruang Wilayah 

 

 1. Kuala Batee 1,50 Kawasan Budidaya 

 2. Setia 0,20 Kawasan Budidaya 

 3. Manggeng 0,50 Kawasan Budidaya 

 4. Lembah Sabil 1,00 Kawasan Budidaya 

 Jumlah 3,20  
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Adapun sebaran lokasi sentra usaha garam rakyat di Kabupaten Aceh 

Barat Daya sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.7. 

 
Gambar 2.7 : Lokasi Sentra Usaha Garam Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya 

 

h. Kabupaten Aceh Selatan 

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016-2036, menjelaskan 

bahwa lokasi sentra usaha garam rakyat berada pada Kecamatan Meukek, 

Kecamatan Samadua, Kecamatan Pasieraja, Kecamatan Kluet Utara, dan 

Kecamatan Sawang, dengan luas lahan eksisting berkisar seluas 3,20 ha dengan 

pola ruang wilayah sebagai berikut : 

a. Pada kawasan budidaya dengan luasan berkisar 1,15 ha; 

b. Pada kawasan pengolahan hasil perikanan dengan luasan berkisar 2 ha; 

c. Pada kawasan wisata dengan luasan berkisar 0,05 ha. 

Adapun pola ruang wilayah serta luasan lahan usaha garam rakyat di 

Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.8. 
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